
  
 
 
 
  

Nomor : KP.02.00/057/KDL/VII/2021                             Jakarta, 29 Juli 2021 

Sifat : Segera  

Lampiran   : 1 (satu) berkas  

Hal : Informasi Program Pembelajaran Open Access  

Pengelolaan Keuangan Negara bagi Kementerian/Lembaga 

 

Yth. Bapak/Ibu (Mohon Periksa Lampiran I) 

       di 

       Tempat 

 
Berdasarkan Pengumuman Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 

Perbendaharaan Nomor S-165/PP.3/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Program Pembelajaran 

Open Access Pengelolaan Keuangan Negara bagi Kementerian/Lembaga, dengan hormat 

bersama ini kami sampaikan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 

Perbendaharaan akan melaksanakan 22 Program Open Access dengan tema pengolahan 

keuangan negara yang diperuntukkan bagi pegawai kementerian/Lembaga. Program Open 

Access merupakan model pembelajaran e-learning yang dapat diakses dengan fleksibilitas 

waktu dan tempat. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat 

menginformasikan kesempatan ini kepada seluruh pegawai yang berada di unit kerja masing-

masing. Bagi pegawai yang berminat mengikut program ini dapat langsung mengikuti tanpa 

harus mendaftar terlebih dahulu melalui Kemenkeu Learning Center dengan alamat   

https://klc2.kemenkeu.go.id/  sesuai dgn waktu dan periode yang telah ditentukan. Informasi 

detail terkait tata cara dan pelaksanaan program dapat dilihat pada alamat https://bit.ly/info-

OA-AP. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan kepada Narahubung dari Pusdiklat 

Anggaran dan Perbendaharaan Sdr. Eko Bagus Setiawan (WA 085775163313) atau Sdr. Ibnu 

Syahlan Mubarok (WA 085718950860). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  

 

   Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 

 

 

   Maman Sudarisman 

Tembusan: 
Kepala Biro Umum dan SDM 

https://klc2.kemenkeu.go.id/
https://bit.ly/info-OA-AP
https://bit.ly/info-OA-AP


Lampiran Surat 

Nomor  : KP.02.00/057/KDL/VII/2021 

Tanggal : 29 Juli 2021 

 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

1. Para Kepala Biro; 

2. Para Kepala Pusat; 

3. Inspektur; 

4. Ketua STMKG; 

5. Para Kepala Balai Besar MKG Wilayah I – V; 

6. Para Kepala UPT BMKG. 

 

 



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN 
PERBENDAHARAAN

JALAN RAYA PUNCAK KM. 72 GADOG, MEGAMENDUNG, BOGOR 16770 TELEPON (0251) 8244771; FAKSIMILE (0251) 
8245412; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-165/PP.3/2021 23 Juli 2021

Sifat : Segera

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Program Pembelajaran Open Access Pengelolaan Keuangan Negara bagi 
Kementerian/Lembaga

Yth. 1. Para Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga
2. Para Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian/Lembaga
3. Para Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga

         (sebagaimana Lampiran I)

Dalam rangka memberikan edukasi di bidang keuangan negara bagi para pengelola

keuangan negara di seluruh kementerian/lembaga, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (AP), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

(BPPK) telah menyiapkan 22 Program Open Access tema pengelolaan keuangan negara yang

diperuntukkan bagi pegawai kementerian/lembaga, sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

2. Program Open Access merupakan model pembelajaran e-learning yang dapat diakses dengan

fleksibilitas waktu dan tempat (kapan saja dan dimana saja), serta dapat diikuti oleh seluruh

pegawai di lingkungan kementerian/lembaga. Bagi peserta yang telah lulus/menyelesaikan

program ini berhak mendapatkan sertifikat/badge dari Pusdiklat AP sesuai program

pembelajaran yang diikuti.

3. Program Open Access dapat diikuti melalui Learning Management System (LMS) Kementerian

Keuangan yaitu Kemenkeu Learning Center (KLC) dengan alamat https://klc2.kemenkeu.go.id.

4. Informasi lebih lanjut terkait tata cara dan proses pelaksanaan Program Open Access Pusdiklat

AP dapat dilihat pada alamat https://bit.ly/info-OA-AP.

Berkenaan hal di atas, kami mohon bantuan Saudara dapat menyampaikan kepada seluruh

instansi di lingkungan unit kerja Saudara untuk mengikuti Program Open Access dimaksud.

Dalam rangka layanan informasi lebih lanjut, kami menunjuk Sdr. Eko Bagus Setiawan (HP:

085775163313) dan Ibnu Syahlan Mubarok (HP: 085718950860) sebagai narahubung.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Anggaran dan 
Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik

Bambang Juli Istanto

[@KopSurat]
[@KopSurat]
[@KopSurat]
[@AlamatOrganisasi]
[@AlamatOrganisasi]
S-165/PP.3/2021
23 Juli 2021
[@SifatNd]
[@Lampiran]
[@Perihal]
[@Perihal]
https://klc2.kemenkeu.go.id
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@penandatangan]
[@NamaPejabat]


Tembusan:

1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan



DAFTAR TUJUAN SURAT 
 

Yth. 1. Kepala Biro Keuangan Kementerian/Lembaga 
2. Kepala Biro SDM/Kepegawaian Kementerian/Lembaga 
3. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga 
 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat 
2. Dewan Perwakilan Rakyat 
3. Badan Pemeriksa Keuangan 
4. Mahkamah Agung 
5. Kejaksaan Agung 
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 
7. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
9. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
10. Kementerian Sekretariat Negara 
11. Kementerian Dalam Negeri 
12. Kementerian Luar Negeri 
13. Kementerian Pertahanan 
14. Kementerian Keuangan 
15. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
16. Kementerian Pertanian 
17. Kementerian Perindustrian 
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
19. Kementerian Perhubungan 
20. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
21. Kementerian Kesehatan 
22. Kementerian Agama 
23. Kementerian Ketenagakerjaan 
24. Kementerian Sosial 
25. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
26. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
27. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
28. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
30. Kementerian Riset danTeknologi (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 
31. Kementerian Perdagangan 
32. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 
33. Kementerian Komunikasi dan Informatika 
34. Kementerian Koperasi dan UKM 
35. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
36. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 
38. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 
39. Kementerian Pemuda dan Olahraga 
40. Kepolisian Republik Indonesia 
41. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 
42. Arsip Nasional Republik Indonesia 
43. Badan Informasi Geospasial 
44. Badan Intelejen Negara 
45. Badan Keamanan Laut RI 
46. Badan Kepegawaian Negara 
47. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
48. Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Lampiran I 

Surat Kepala Pusdiklat Anggaran dan 

Perbendaharaan 



49. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
50. Badan Narkotika Nasional 
51. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
52. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
53. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
54. Badan Nasional Pengelola Perbatasan 
55. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
56. Badan Pengawas Tenaga Nuklir 
57. Badan Pengawasan Obat dan Makanan 
58. Badan Pengawas Pemilihan Umum 
59. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
60. Badan Pusat Statistik 
61. Badan SAR Nasional 
62. Badan Standardisasi Nasional 
63. Badan Tenaga Nuklir 
64. Badan Siber dan Sandi Negara 
65. Dewan Ketahanan Nasional 
66. Dewan Perwakilan Daerah 
67. Lembaga Administrasi Negara 
68. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
69. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah 
70. Lembaga Ketahanan Nasional 
71. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 
72. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 
73. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 
74. Komisi Pemberantasan Korupsi 
75. Komisi Pemilihan Umum 
76. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 
77. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
78. Komisi Yudisial Republik Indonesia 
79. Mahkamah Konstitusi 
80. Ombudsman Indonesia 
81. Perpustakaan Nasional RI 
82. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
83. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
84. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 
 

 



DAFTAR PROGRAM OPEN ACCESS 

PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 

 

No Nama Program Pembelajaran JP 

1. E-Learning Verifikasi Tagihan Belanja Barang Non Pegawai 7 

2. E-learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 7 

3. E-Learning Verifikasi Tagihan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7 

4. E-Learning Perencanaan Keuangan SKPP 15 

5. E-learning Pelaksanaan Anggaran SKPP 15 

6. E-Learning Pertanggungjawaban Keuangan SKPP 15 

7. Microlearning (ML) Perubahan UU PNBP 2 

8. Microlearning Transaksi Setoran Langsung Wajib Bayar PNBP ke Kas Negara 2 

9. Microlearning Studi Kasus Perpajakan atas Belanja Barang dan Belanja modàl 2 

10. Microlearning Studi Kasus Pengujian Belanja Negara. 2 

11. Microlearning Overview Laporan Keuangan 2 

12. Microlearning Standar dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah 2 

13. Microlearning Kebijakan Akuntansi Kas, Piutang, Persediaan, dan Beban Persediaan 2 

14. Microlearning Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan 2 

15. Microlearning Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya dan Amortisasi 2 

16. Microlearning Kebijakan Akuntansi Utang 2 

17. Microlearning Kebijakan Akuntansi Pendapatan, Beban, Belanja, dan Transfer 2 

18. Microlearning Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) 2 

19. Microlearning Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) 2 

20. Microlearning Bagan Akun Standar (BAS) 2 

21. Microlearning Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran 
Lebih 

2 

22. Microlearning Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca 2 

 

Lampiran II  
Surat Kepala Pusdiklat Anggaran dan 
Perbendaharaan 
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